
   
 

 

 

PERATURAN GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT 

NOMOR    11     TAHUN 2017 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS  PERATURAN GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2015 

TENTANG PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET TAK BERWUJUD 

MILIK PEMERINTAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT 

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

 

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

Menimbang : a.  bahwa penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak 

Berwujud Lingkup Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat, 

telah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 

2015 tentang Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak 

Berwujud Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Gubernur Nomor 54 

tahun 2016 namun belum bisa dilaksanakan secara optimal 

sehingga perlu diubah; 

b. bahwa perubahan dimaksud dalam rangka tertib pelaksanaan 

penyusutan Aset Tetap milik Pemerintah Provinsi                 

Nusa Tenggara Barat; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan 

Gubernur tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Gubernur 

Nomor 47 Tahun 2015 Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi 

Aset Tak Berwujud Milik Pemerintah Provinsi                        

Nusa Tenggara Barat. 

Mengingat :  1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan       

Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1649); 

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438); 

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang 



 
   

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679); 

4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pokok-

Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);  

5. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar 

Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5165); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang 

Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah 

diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri    

Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang 

Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah; 

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang 

Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah; 

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang 

Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual 

pada Pemerintah Daerah; 

10. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pengelolaan 

Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Provinsi                  

Nusa Tenggara Barat Tahun 2007 Nomor 8); 

11. Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman 

Kapitalisasi Barang Milik Daerah (Berita Daerah Provinsi      

Nusa Tenggara Barat  Tahun 2011 Nomor 151); 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan : PERATURAN  GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEDUA  

ATAS PERATURAN  GUBERNUR NOMOR 47 TAHUN 2015  

TENTANG   PENYUSUTAN ASET TETAP DAN AMORTISASI ASET 

TAK BERWUJUD MILIK PEMERINTAH PROVINSI                

NUSA TENGGARA BARAT. 

 Pasal I  

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 47 

Tahun 2015 tentang Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset 

Tak Berwujud Milik Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat 

(Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2015       

Nomor 47) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 

Gubernur Nomor 54 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas 

Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun tentang 2015 Penyusutan 



 
   

Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tak Berwujud Milik Pemerintah 

Provinsi Nusa Tenggara Barat (Berita Daerah Provinsi Nusa 

Tenggara Barat Tahun 2016 Nomor 54), diubah sehingga 

berbunyi sebagai berikut: 

 

Diantara Pasal 22 dan Pasal 23 disisipkan 1 (satu) Pasal yakni 

Pasal 22a yang berbunyi sebagai berikut: 

 

Pasal 22a 

Ketentuan mengenai pelaksanaan penyusutan aset tetap 

sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Nomor 54 

Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur 

Nomor 47 Tahun 2016 mulai dilaksanakan pada tahun 

anggaran 2017. 

 

                                            Pasal II  

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal                   

1 Januari 2017. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya 

dalam Berita Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat. 

 

 

Ditetapkan di  Mataram 

pada tanggal  4 April 2017          

GUBERNUR NUSA TENGGARA BARAT, 

 

                             ttd 

                           

H. M. ZAINUL MAJDI 

 

Diundangkan di Mataram 

pada tanggal  4 April 2017                    

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI NTB, 

 

                       ttd 

 

    H. ROSIADY HUSAENIE SAYUTI 

 

BERITA DAERAH PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT TAHUN 2017 NOMOR   

 

Salinan Sesuai dengan Aslinya 

        Kepala Biro Hukum, 

 

 ttd 

 

H. Ruslan Abdul Gani, SH. MH. 

   NIP.196512311993031135 



 
   

 

 

 

 
  


